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Abstract : Medical disputes in Indonesia are adjudicated by
general courts whose judges are frained in law but not in medicine,
so the line between an unavoidable medical risk and culpable
negligence is often drawn without adequate scientific assessment.

Jurnal limu Sosial, Politik dan Hukum  7zis normative legal study asks how urgent a specialised medical
court is, what its philosophical basis and instifufional concept
should be, and how if could be established consistently with the
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Abstrak : Sengketa medis di Indonesia diperiksa oleh peradilan umum yang hakimnya berkompetensi hukum tetapi
tidak berkompetensi medis, sechingga batas antara risiko medis yang tidak terhindarkan dan kelalaian yang dapat
dipersalahkan kerap ditetapkan tanpa penilaian ilmiah yang memadai. Penelitian hukum normatif ini mengkaji
seberapa mendesak pengadilan medis khusus, apa landasan filosofis dan konsep kelembagaannya, serta bagaimana
pembentukannya dapat dilakukan secara konsisten dengan prinsip keadilan. Peraturan perundang-undangan,
putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan, serta literatur bereputasi hasil penelusuran terdokumentasi
dianalisis dengan enam kriteria keadilan yang diturunkan dari Pancasila, Rawls, dan Radbruch. Diperoleh empat
temuan. Pertama, urgensinya tinggi secara kualitatif tetapi belum terbukti secara kuantitatif: disparitas putusan atas
fakta serupa dan lebarnya kesenjangan antara cedera pasien dan sengketa yang tercatat menunjukkan defisit
epistemik, sedangkan jumlah perkara yang tercatat belum membenarkan pengadilan yang berdiri sendiri. Kedua,
secara filosofis pengadilan medis merupakan sarana meningkatkan ketepatan penemuan fakta pada sengketa yang
fakta penentunya bersifat ilmiah. Ketiga, pengadilan ini sebaiknya berbentuk pengadilan khusus dalam lingkungan
peradilan umum dengan mayoritas hakim karier, ahli netral yang ditunjuk pengadilan, standar perdata berbasis
kesalahan yang berlaku, dan ambang pidana kealpaan berat yang ditetapkan undang-undang. Keempat,
pembentukannya bertahap: audit garis dasar (baseline), uji coba intrayudisial berdasarkan hukum yang berlaku,
lalu undang-undang tersendiri dengan perubahan peralihan atas Pasal 308 dan Pasal 440 UU 17/2023. Artikel ini
menyumbangkan kerangka keadilan yang operasional dan desain kelembagaan bertahap yang dapat diuji.

Kata kunci: Pengadilan Medis; Kelalaian Medis; Prinsip Keadilan; Spesialisasi Peradilan; Keterangan Ahli Netral.
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1. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak konstitusional menurut Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan (UU 17/2023) mengatur hak serta kewajiban timbal balik antara pasien,
tenaga medis, dan tenaga kesehatan. Karena praktik kedokteran bekerja dalam
ketidakpastian biologis, kejadian tidak diharapkan (KTD) merupakan ciri struktural
pelayanan kesehatan. Suatu scoping review atas penelaahan rekam medis di 27 negara
menemukan median 10 persen pasien rawat inap mengalami sekurang-kurangnya satu
KTD, dan median 51,2 persen di antaranya dapat dicegah (Schwendimann dkk., 2018).
Meta-analisis atas 70 studi dengan 337.025 pasien memperkirakan prevalensi bahaya yang
dapat dicegah sebesar 6 persen, 12 persen di antaranya berat atau fatal (Panagioti dkk.,
2019); kohort mutakhir melaporkan KTD pada 23,6 persen admisi umum (Bates dkk., 2023)
dan 38,0 persen admisi bedah (Duclos dkk., 2024). Data tersebut berasal terutama dari
negara berpendapatan tinggi. Penelaahan rekam medis di delapan negara berkembang justru
menemukan KTD pada 8,2 persen admisi, 83 persen di antaranya dapat dicegah dan sekitar
30 persen berkaitan dengan kematian (Wilson dkk., 2012), dan sekitar dua pertiga beban
KTD global terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah (Jha dkk., 2013). Namun
KTD tidak identik dengan sengketa. Harvard Medical Practice Study menunjukkan bahwa
dari 280 pasien yang mengalami KTD akibat kelalaian hanya delapan yang mengajukan
klaim (1,53 persen), dengan rasio KTD akibat kelalaian terhadap klaim sekitar 7,6 banding
1 (Localio dkk., 1991); studi di Utah dan Colorado menemukan 97 persen pasien yang cedera
karena kelalaian tidak menggugat, sementara banyak gugatan justru diajukan tanpa
kelalaian (Studdert dkk., 2000). Dengan demikian, sengketa medis hanyalah bagian kecil
dan tidak representatif dari cedera yang terjadi; persoalan hukumnya bukan semata berapa
banyak sengketa, melainkan seberapa tepat forum menyaring dan menilai sengketa yang
sampai kepadanya.

Gambaran Indonesia perlu dibaca dengan kehati-hatian yang sama. Data Konsil
Kedokteran Indonesia yang dihimpun Sudarmanto dkk. (2025) menunjukkan pengaduan
disiplin ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) meningkat dari 125
perkara (2006-2011) menjadi 221 perkara (2011-2016) dan 310 perkara (2016-2022),
disusul 198 perkara yang dilaporkan dan diputus sepanjang Januari 2023 hingga Mei 2025.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada 2 Juli 2025, Menteri Kesechatan memaparkan
51 kasus dugaan pelanggaran disiplin selama 2023—-2025, terdiri atas 21 aduan langsung
dan 30 kasus hasil pemantauan media, dengan 24 kasus berakibat kematian pasien (Saputro,
2025). Pada hari yang sama Ketua Majelis Disiplin Profesi (MDP) melaporkan 57
pengaduan; dari 24 pengaduan yang selesai diperiksa, delapan dinyatakan terbukti
melanggar disiplin (Investortrust.id, 2025). Angka-angka ini berasal dari sumber dan
periode yang berbeda, sebagian bukan data registri, sehingga tidak dapat dijumlahkan. Lebih
penting lagi, sistem pelaporan insiden keselamatan pasien di Indonesia diketahui mengalami
pelaporan yang rendah akibat kekhawatiran atas tindakan punitif, lemahnya mekanisme
kerahasiaan, umpan balik yang minim, dan kurangnya dukungan pemerintah (Dhamanti
dkk., 2021; Dhamanti dkk., 2022). Angka sengketa yang kecil karena itu lebih tepat
dipahami sebagai batas bawah yang dipengaruhi hambatan akses, bukan bukti bahwa
sengketa jarang terjadi; sebaliknya, angka itu juga belum membuktikan beban perkara yang
membenarkan lembaga baru. Ketegangan ini dibahas secara eksplisit pada subbagian 3.1.

Persoalan kedua menyangkut konsistensi penyelesaian. Dalam perkara Manado,
Pengadilan Negeri Manado membebaskan tiga dokter spesialis obstetri dan ginekologi
(Putusan Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo), Mahkamah Agung pada tingkat kasasi
menjatuhkan pidana penjara sepuluh bulan (Putusan Nomor 365 K/Pid/2012), dan majelis
peninjauan kembali kembali membebaskan mereka dengan pertimbangan bahwa tindakan
para pemohon tidak menyalahi prosedur operasional baku (Putusan Nomor 79
PK/Pid/2013; Hukumonline, 2014). Dalam perkara klinik mata di Surabaya, gugatan pasien
yang mengalami kebutaan ditolak Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan Nomor
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415/Pdt.G/2019/PN.Sby) dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya (Putusan Nomor
277/PDT/2020/PT.SBY), tetapi Mahkamah Agung menyatakan dokter dan kliniknya
melakukan perbuatan melawan hukum (Putusan Nomor 1815 K/Pdt/2021), dan
permohonan peninjauan kembali para tergugat ditolak (Putusan Nomor 1037 PK/Pdt/2023;
Anggraini dkk., 2024; Tribrata News Polda Jatim, 2024). Kedua rangkaian putusan tidak
membuktikan bahwa salah satu tingkat peradilan keliru, tetapi memperlihatkan bahwa
penilaian atas fakta medis yang sama dapat berbalik arah di setiap tingkat.

Persoalan ketiga, dan yang paling mendasar, ialah kapasitas epistemik forum. Dalam
perkara medis, fakta yang menentukan—apakah emboli udara, erupsi obat, atau kematian
perioperatif dapat dihindarkan—merupakan proposisi ilmiah. Hakim bersandar pada
keterangan ahli yang dihadirkan para pihak, padahal kepustakaan Indonesia
mendokumentasikan keengganan dokter memberikan keterangan yang memberatkan
sejawatnya (Mohd Zahir dkk., 2024). Sebelum UU 17/2023, sebagian pengadilan bahkan
mendasarkan pertimbangannya pada keputusan MKDKI dengan merujuk Surat Edaran
Mahkamah Agung Tahun 1982 yang keberadaannya tidak dapat ditemukan oleh Mahkamah
Agung sendiri, sebagaimana dalam Putusan Nomor B538/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
(Sudarmanto dkk., 2025). Bukti komparatif mempertegas persoalan ini: di Tiongkok
pendapat lembaga ahli, bukan penalaran hakim, secara faktual menentukan pembagian
tanggung jawab (Chen, 2025); pada yurisdiksi yang menerapkan penyaringan bercorak
Daubertbanyak hakim tidak memperoleh pendidikan formal tentang bukti ilmiah (Pergolizzi
& LeQuang, 2024); dan kedokteran forensik belum memiliki kerangka inferensi kausal
medikolegal yang diterima secara universal (Meilia dkk., 2020).

UU 17/2023 menjawab defisit tersebut secara prosedural. Pasal 308 ayat (1)
menentukan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melanggar hukum
dalam pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana “terlebih dahulu harus
dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”; ayat (2)
memberlakukan keharusan serupa bagi gugatan perdata; ayat (5) menyatakan rekomendasi
pidana berupa “rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan”; dan ayat (8)
menganggap rekomendasi telah diberikan untuk dapat dilakukan penyidikan apabila majelis
tidak menjawab dalam 14 hari kerja (Sudarmanto dkk., 2025). Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan (Permenkes 3/2025) mengoperasionalkan pemeriksaan tersebut (Pasal 29-31)
beserta peninjauan kembali atas putusan disiplin kepada Menteri (Pasal 23-27). Dalam
Putusan Nomor 156/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 19 Januari 2026, Mahkamah
Konstitusi menolak permohonan pengujian Pasal 308 untuk seluruhnya. Mahkamah menilai
rekomendasi MDP sebagai scientific-professional gatekeeping, yaitu penyaringan awal
berbasis kompetensi keilmuan; menegaskan bahwa MDP bukan lembaga pro justitia dan
tidak mengambil alih kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim; serta menyatakan
bahwa susunan MDP harus melibatkan unsur di luar tenaga medis dan tenaga kesehatan
untuk menekan konflik kepentingan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026).
Konstitusionalitas mekanisme ini dengan demikian telah diputus; yang tersisa adalah
persoalan kebijakan legislasi (de lege ferenda) yang diuraikan pada subbagian 3.1, sejalan
dengan kritik penulis Indonesia atas ketidakjelasan UU 17/2023 dan ketiadaan definisi
otoritatif tentang malpraktik (Amiati dkk., 2024; Purwanto dkk., 2025; Wulan dkk., 2025).

Di luar soal kelembagaan, ketidakpastian forum berdampak pada perilaku klinis.
Meta-analisis atas 64 studi di 23 negara menemukan prevalensi gabungan praktik
kedokteran defensif (defensive medicine) sebesar 75,8 persen, dan riwayat perkara
medikolegal meningkatkan peluangnya secara bermakna (Zheng dkk., 2023); praktik
defensif menurunkan mutu sekaligus efisiensi pembiayaan (Vento dkk., 2018; Kakemam
dkk., 2022). Kemampuan hukum pidana menarik garis antara kekeliruan dan kelalaian pun
diperdebatkan: penuntutan dapat melahirkan sikap defensif dan pelaporan insiden yang
membisu tanpa memperbaiki keselamatan pasien (Dekker, 2007), sechingga sebagian penulis
membatasi represi pidana pada kecerobohan yang nyata (Sepec, 2018). Data pengadilan
pidana Roma menunjukkan bahwa dari 132 perkara malpraktik ortopedi hanya sebagian
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kecil yang berakhir dengan pemidanaan (Bernardinangeli dkk., 2023). Biaya administrasi
sistem litigasi juga tinggi: di Amerika Serikat, setiap satu dolar kompensasi disertai 54 sen
biaya administrasi (Studdert dkk., 2006).

1.1 TINJAUAN PUSTAKA

1.1. 1 Malpraktik, Risiko Medis, dan Dasar Pertanggungjawaban

Doktrin hukum kedokteran Indonesia memandang hubungan terapeutik sebagai
perikatan ikhtiar (inspanningsverbintenis), bukan perikatan hasil (resultaatsverbintenis),
schingga yang diperjanjikan adalah upaya terbaik menurut standar profesi, bukan
kesembuhan (Koeswadji, 1998). Secara perdata, pertanggungjawaban bertumpu pada dua
dasar yang sama-sama berbasis kesalahan: wanprestasi atas perikatan untuk berbuat sesuatu
(Pasal 1234, Pasal 1239, dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata/KUHPerdata) dan perbuatan melawan hukum, termasuk kelalaian dan tanggung
jawab atas perbuatan orang yang berada di bawah tanggungannya (Pasal 1365-1367
KUHPerdata). Pasal 193 UU 17/2023 menambahkan tanggung jawab hukum rumah sakit
atas kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatannya. Pada sisi lain, Pasal 273
ayat (1) huruf a UU 17/2023 memberikan hak atas perlindungan hukum kepada tenaga
medis sepanjang tugasnya dilaksanakan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi,
standar prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien, sedangkan
Pasal 291 mewajibkan kepatuhan pada standar tersebut. Kepatuhan pada standar karenanya
berfungsi sebagai dasar perlindungan normatif (Maulidya dkk., 2026), tetapi bukan
imunitas: Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa rekomendasi MDP tidak boleh
digunakan untuk melindungi tenaga medis yang ternyata melanggar standar (Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, 2026). Ketiadaan definisi otoritatif yang membedakan risiko
medis, kecelakaan medis, dan kelalaian medis tetap menjadi celah yang paling sering disorot
(Prayuti dkk., 2024; Purwanto dkk., 2025).

Kepustakaan internasional menawarkan standar keterhindaran (avoidability), yakni
pertanyaan apakah cedera akan terhindar seandainya ditangani praktisi yang kompeten,
sebagai pengganti standar kelalaian (Kachalia dkk., 2008). Standar ini lahir dari skema
kompensasi administratif tanpa kesalahan (zo0-faulf) di Swedia, Denmark, dan Selandia Baru,
yang membayar kompensasi dari dana bersama tanpa mempersoalkan kesalahan individu
(Bismark & Paterson, 2006; Kachalia dkk., 2008). Karena hukum perdata Indonesia berbasis
kesalahan, standar keterhindaran tidak dapat diterapkan oleh pengadilan perdata tanpa
undang-undang dan dana kompensasi tersendiri. Secara pidana, Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023)
mensyaratkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dan kealpaan hanya dapat
dipidana apabila ditentukan secara tegas. Kealpaan yang mengakibatkan luka atau kematian
diatur dalam Pasal 474-475 KUHP 2023, sedangkan Pasal 440 UU 17/2023 mengancam
pidana tenaga medis atau tenaga kesehatan yang karena kealpaannya mengakibatkan pasien
luka berat atau meninggal. Rumusan kedua undang-undang hanya memakai istilah
kealpaan tanpa membedakan derajatnya. Dokirin membedakan kealpaan berat (culpa lata)
dari kealpaan ringan (culpa levis) dan menghendaki culpa lata untuk pertanggungjawaban
pidana profesi kedokteran (Koeswadji, 1998; Hiariej, 2016), tetapi pembedaan itu belum
dirumuskan dalam norma positif, sehingga penerapannya bergantung pada penilaian hakim
yang dapat bersifat subjektif (Rachmatullah & Jamaludin, 2026). Di yurisdiksi pembanding,
ambang kelalaian berat (gross negligence) pun diperdebatkan karena kabur dan rawan bias
hasil (Quick, 2010; Robson dkk., 2020).

1.1.2 Pengadilan Kesehatan, Pengadilan Khusus, dan Preseden Indonesia

Tiga gagasan kelembagaan kerap dicampuradukkan dan perlu dibedakan. Pertama,
health courf dalam usulan Amerika Serikat pada hakikatnya adalah skema kompensasi
administratif: klaim dikeluarkan dari peradilan perbuatan melawan hukum dan diputus
pengadil khusus yang dibantu ahli netral dengan standar keterhindaran (Mello dkk., 2006).
Kedua, pengadilan atau tribunal khusus di dalam sistem peradilan, seperti yang diusulkan
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untuk Nigeria (Pedro, 2025) dan Turki (Ozdemir dkk., 2025), atau kamar khusus yang
diusulkan di Korea Selatan karena memanjangnya durasi perkara (Kang & Hong, 2025).
Ketiga, penguatan pengadilan yang ada melalui mediasi wajib dan asesor medis tanpa
membentuk lembaga baru (McQuoid-Mason, 2022). Kepustakaan tidak seluruhnya
optimistis: evaluasi atas Vaccine Injury Compensation Program di Amerika Serikat
menunjukkan inovasi prosedural forum khusus gagal mempercepat adjudikasi (Engstrom,
2015); spesialisasi berisiko insularitas, penyanderaan oleh kelompok kepentingan, dan akses
yang elitis (Silvestri, 2014; Uzelac, 2014), meskipun spesialisasi hibrida di dalam pengadilan
yang telah ada dapat memperoleh manfaatnya sambil menekan biayanya (Opeskin, 2022)
dan kamar khusus terbukti mempercepat terbentuknya yurisprudensi yang koheren (Aran &
Ofir, 2020).

Indonesia memiliki pengalaman panjang dengan pengadilan khusus. Penjelasan Pasal
27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU
48/2009) menyebut pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia,
pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan
perikanan dalam lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak dalam lingkungan
peradilan tata usaha negara. Kinerjanya beragam. Desentralisasi pengadilan tindak pidana
korupsi ke ibu kota provinsi pada 2010 memunculkan keraguan atas profesionalisme
pengadilan daerah, dan tingkat pemidanaan terbukti bukan indikator kinerja yang memadai
(Butt & Schiitte, 2014). Pengadilan hubungan industrial menghadapi persoalan kompetensi
dan integritas hakim karier maupun hakim ad hoc serta lemahnya akses pekerja terhadap
prosedur litigasi (Tjandra, 2019). Pengadilan perikanan menangani perkara dalam jumlah
sangat rendah dan beberapa putusannya memicu kontroversi hingga kementerian terkait
mengusulkan penutupannya (Saptaningrum, 2019). Secara umum, pengadilan khusus
dibentuk untuk menghindari persoalan peradilan umum tetapi tidak serta-merta terbebas
darinya (Crouch, 2019). Pelajaran utamanya bagi pengadilan medis ada tiga: integritas
hakim ad hoc tidak terjamin oleh keahliannya, hakim ad Aoc yang mewakili kepentingan
kelompok melemahkan kenetralan, dan pengadilan khusus dengan beban perkara rendah
berisiko menjadi kapasitas yang menganggur.

Kajian Indonesia tentang pengadilan medis tidak berhenti pada studi awal. Setelah
2016, sejumlah penulis mengusulkan pengadilan khusus sengketa pelayanan kesehatan
berdasarkan kekosongan hukum dan Pasal 27 UU 48/2009 (Prasdyantoro & Zamroni,
2023), menelusuri dasar hukumnya (Supadmo & Prasetyo, 2024), menempatkannya dalam
diskursus penataan pengadilan khusus pascaputusan Mahkamah Konstitusi (Hermanto &
Mas Aryani, 2023), mengkaji urgensinya pasca-UU 17/2023 (Ramadhanti & Lany, 2025),
dan mengaitkannya dengan aspirasi organisasi profesi (Yandriza dkk., 2025). Kajian lain
memusatkan perhatian pada mediasi dan keadilan restoratif (Perangin-~Angin dkk., 2025;
Purnomo dkk., 2026), kompensasi tanpa kesalahan (Sujana & Fikri, 2025), serta kedudukan
MDP sebagai primum remedium (Siregar dkk., 2024; Sudarmanto dkk., 2025). Sepanjang
penelusuran penulis, kajian tersebut belum (a) mengukur urgensi dengan indikator yang
eksplisit, (b) mengoperasionalkan teori keadilan menjadi kriteria uji desain, (c)
mendamaikan standar pertanggungjawaban yang diusulkan dengan hukum perdata
berbasis kesalahan dan KUHP 2023, (d) menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
156/PUU-XXII/2024, dan (e¢) merancang uji coba bertahap dengan dasar hukum dan
kriteria keputusan yang jelas. Kelima hal inilah celah yang diisi artikel ini.

1.1.3 Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik disusun berlapis agar dapat dioperasionalkan. Lapis pertama adalah
Pancasila sebagai sumber nilai nasional. Sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab)
dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), yang dirumuskan dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, menuntut tatanan hukum yang memanusiakan dan
melindungi pihak yang lemah tanpa mengorbankan keseimbangan hak dan kewajiban (Latif,
2011). Lapis kedua adalah teori keadilan Rawls, yang menjadikan keadilan sebagai kebajikan
utama institusi sosial dan struktur dasar masyarakat sebagai subjeknya. Dua prinsipnya
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menuntut kebebasan dasar yang setara bagi semua orang, serta ketimpangan yang hanya
dibenarkan sepanjang paling menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung dan
melekat pada kedudukan yang terbuka dalam kesetaraan kesempatan yang fair (Rawls,
1999, him. 53, 266). Bagi desain peradilan, konsep Rawls yang paling relevan adalah
keadilan prosedural tidak sempurna (imperfect procedural justice), yang dicontohkannya
dengan peradilan pidana: terdapat kriteria independen tentang putusan yang benar, tetapi
tidak ada prosedur yang menjamin tercapainya putusan itu, sehingga lembaga harus
dirancang untuk memaksimalkan peluang putusan yang benar (Rawls, 1999, him. 74-75).
Prinsip perbedaan Rawls dirumuskan untuk distribusi barang sosial primer; dalam artikel ini
prinsip itu dipakai secara heuristik untuk menilai kedudukan prosedural pihak yang secara
struktural paling lemah dalam sengketa, bukan diterapkan secara harfiah.

Lapis ketiga adalah Radbruch. Gagasan hukum menurut Radbruch terdiri atas tiga
unsur yang saling tegang, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Formula
1946 tidak menempatkan keadilan selalu di atas kepastian; sebaliknya, hukum positif yang
ditetapkan secara sah tetap didahulukan meskipun tidak adil dan tidak bermanfaat, kecuali
pertentangannya dengan keadilan telah mencapai tingkat yang tidak tertahankan
(Radbruch, 1946/2006, him. 7; Paulson, 1995). Artikel ini tidak mendalilkan bahwa UU
17/2023 mencapai tingkat ketidakadilan yang tidak tertahankan; argumennya bersifat de
lege ferenda dan ditujukan kepada pembentuk undang-undang. Radbruch karenanya
dipakai sebagai struktur penimbang tiga nilai dalam merancang hukum positif yang baru,
bukan sebagai dasar mengesampingkan hukum yang berlaku. Ketiga lapis dipadukan secara
fungsional: Pancasila memberi muatan nilai, Rawls memberi kriteria keadilan institusional,
dan Radbruch memberi struktur penimbangan. Model sistem peradilan pidana terpadu, yang
memandang kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan sebagai satu sistem
dengan pembagian fungsi yang jelas (Reksodiputro, 1993), diperlakukan sebagai batasan
sistemik, bukan sebagai teori keadilan.

Dari perpaduan itu diturunkan enam Kkriteria uji desain. Kriteria pertama (K1) adalah
ketepatan epistemik, yaitu kemampuan forum menetapkan fakta medis secara benar (Rawls;
sila kedua), diukur dari proporsi putusan yang memuat analisis kausalitas berbasis
keterangan ahli netral dan proporsi putusan yang dibatalkan karena penilaian fakta medis.
Kriteria kedua (K2) adalah kesetaraan prosedural, yaitu akses yang setara terhadap keahlian
dan beban pembuktian yang wajar (prinsip pertama Rawls). Kriteria ketiga (K3) adalah
perlindungan pihak yang secara struktural paling lemah, baik pasien yang menghadapi
asimetri informasi maupun tenaga medis yang terpapar kriminalisasi atas luaran yang tidak
dapat dihindari (prinsip perbedaan; sila kelima). Kriteria keempat (K4) adalah kepastian
hukum, diukur dari konsistensi dan publikasi pertimbangan putusan. Kriteria kelima (K5)
adalah kemanfaatan, diukur dari waktu, biaya, praktik defensif, dan pembelajaran
keselamatan pasien. Kriteria keenam (K6) adalah kesesuaian sistemik dengan UUD 1945,
UU 48/2009, dan pembagian fungsi sistem peradilan pidana terpadu. Keenam kriteria ini
dipakai untuk menilai model pembanding (Tabel 1) dan desain usulan (Tabel 2).

1.2 RUMUSAN MASALAH, TUJUAN, DAN KEBARUAN

Artikel ini mempersoalkan empat hal: pertama, seberapa mendesak pembentukan
pengadilan medis di Indonesia dan berdasarkan indikator apa; kedua, apa filosofi pengadilan
medis; ketiga, bagaimana konsep kelembagaannya yang selaras dengan hukum positif
Indonesia; dan keempat, melalui mekanisme dan tahapan apa pembentukannya dapat
dilakukan secara konsisten dengan prinsip keadilan. Tujuannya adalah menjawab keempat
masalah tersebut, dengan manfaat teoretis berupa kerangka keadilan yang operasional untuk
menilai desain lembaga peradilan, dan manfaat praktis berupa bahan bagi penyusunan
naskah akademik serta desain uji coba yang dapat dievaluasi. Kebaruannya terletak pada
penilaian urgensi yang membedakan dimensi kualitatif dan kuantitatif, pada rekonsiliasi
standar pertanggungjawaban dengan hukum perdata berbasis kesalahan dan KUHP 2023
setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024, serta pada desain
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bertahap yang setiap tahapnya memiliki dasar hukum dan kriteria keputusan lanjut atau
henti.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bertujuan
menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum serta
merumuskan preskripsi (Marzuki, 2019). Lima pendekatan dipadukan: pendekatan filsafat
untuk landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis; pendekatan sejarah untuk
perkembangan pengaturan sejak Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran hingga UU 17/2023 dan peraturan pelaksanaannya; pendekatan perundang-
undangan; pendekatan kasus atas putusan pengadilan Indonesia dan data empiris dari
yurisdiksi pembanding; serta pendekatan konseptual untuk menyusun desain forum.

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945 (Pasal 24, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H
ayat (1)); UU 48/2009 (Pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 2 ayat (4), Pasal 27, dan Pasal 32);
KUHPerdata (Pasal 1234, 1239, 1243, 1365-1367, dan 1865); Herzien Inlandsch
Reglement (HIR) Pasal 154 dan Pasal 163; KUHP 2023 (Pasal 36 dan Pasal 474—475);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; UU 17/2023 (Pasal
193, 273, 291, 304-308, 310, 440, dan 454); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025); undang-undang
pembentukan peraturan perundang-undangan, Komisi Yudisial, dan pengadilan khusus;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; Permenkes 3/2025; Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan
Hidup; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007, 14/PUU-XII/2014,
156/PUU-XXII/2024, dan 175/PUU-XXIII/2025; serta putusan pengadilan dalam perkara
Manado dan Surabaya. Data resmi berupa paparan Menteri Kesehatan dan Ketua MDP di
DPR serta data Konsil Kedokteran Indonesia dipakai sebagai bahan pendukung.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran terdokumentasi. Penelusuran
utama dilakukan pada mesin pencari akademik Consensus, yang mengindeks Semantic
Scholar, OpenAlex, dan PubMed, pada 16 Oktober 2026, melengkapi penelusuran awal pada
naskah sebelumnya. Sebelas untai pencarian digunakan, sembilan berbahasa Inggris
(misalnya “ratio of negligent adverse events to malpractice claims”, “special courts in
Indonesia ad hoc judges”, “court-appointed neutral medical experts bias”, “no-fault
compensation medical injury”, dan “gross negligence manslaughter doctors”) dan dua
berbahasa Indonesia (“pembentukan pengadilan khusus medis malpraktik Indonesia” dan
“keadilan sosial Pancasila sila kelima”). Penelusuran menghasilkan 122 rekaman, 114
setelah deduplikasi. Rekaman disaring berdasarkan judul dan abstrak dengan kriteria
inklusi: (a) artikel, bab buku, atau naskah kebijakan tentang pertanggungjawaban medis,
adjudikasi sengketa medis, spesialisasi peradilan, keterangan ahli, kompensasi tanpa
kesalahan, atau teori keadilan; (b) berbahasa Inggris atau Indonesia; dan (c) memuat metode
atau argumen dokirinal yang jelas. Rekaman dikecualikan bila bersifat klinis murni, berupa
komentar tanpa argumen, duplikat, atau metadatanya tidak dapat diverifikasi; sebanyak 22
sumber baru dimasukkan. Penelusuran pelengkap melalui mesin pencari umum dilakukan
terhadap jurnal hukum nasional, Direktori Putusan Mahkamah Agung, laman Mahkamah
Konstitusi, dan JDIH Kementerian Kesehatan. Seluruh metadata sumber sekunder diverifikasi
terhadap Crossref dan laman penerbit, dan rujukan disusun menurut gaya APA edisi ketujuh.

Bahan hukum dianalisis secara preskriptif dengan penafsiran gramatikal, sistematis,
dan teleologis, perbandingan fungsional dengan Selandia Baru, Swedia, Denmark, Amerika
Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Italia, Turki, Nigeria, dan Afrika Selatan, serta
penilaian terhadap kriteria K1-K6. Penelitian ini memiliki keterbatasan: tidak menghasilkan
data empiris primer; angka Indonesia berasal dari pernyataan resmi dan himpunan
sekunder, bukan registri nasional yang sistematis; basis data nasional Garuda dan SINTA
tidak ditelusuri melalui antarmuka aslinya; naskah akademik dan risalah pembahasan UU
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17/2023 belum dianalisis; dan data asing berasal dari sistem hukum yang berbeda sehingga
dipakai secara analogis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN MEDIS: INDIKATOR DAN TINGKATNYA

Urgensi dinilai pada dua dimensi. Dimensi kuantitatif menanyakan apakah beban dan
tren perkara membenarkan lembaga baru; dimensi kualitatif menanyakan apakah forum
yang ada mampu menetapkan fakta medis secara tepat dan adil. Lima indikator digunakan.

Indikator pertama adalah kesenjangan antara cedera dan sengketa. Bukti dari sistem
litigasi (Localio dkk., 1991; Studdert dkk., 2000) maupun sistem tanpa kesalahan—di
Selandia Baru rasio klaim yang berhasil terhadap kejadian yang dapat dikompensasi sekitar
1 banding 30 (Davis dkk., 2002)—menunjukkan bahwa sebagian besar cedera tidak pernah
menjadi klaim. Di Indonesia, tingginya proporsi KTD yang dapat dicegah di negara
berkembang (Wilson dkk., 2012) dan rendahnya pelaporan insiden (Dhamanti dkk., 2022)
menunjukkan bahwa angka sengketa yang tercatat merupakan batas bawah. Indikator ini
menunjukkan urgensi kualitatif, yaitu kebutuhan akan forum yang dapat diakses dan
dipercaya, tetapi bukan bukti beban perkara.

Indikator kedua adalah tren pengaduan. Pengaduan disiplin meningkat konsisten dari
125 perkara pada 2006-2011 hingga 310 perkara pada 2016-2022, dan 198 perkara
tercatat hanya dalam 29 bulan sejak Januari 2023 (Sudarmanto dkk., 2025). Namun volume
ini masih berkisar puluhan hingga sekitar seratus perkara setiap tahun di tingkat disiplin,
sedangkan volume perkara pidana dan perdata medis di pengadilan tidak diketahui karena
tidak ada registri nasional; bahkan penerapan Pasal 440 UU 17/2023 belum ditemukan
dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung (Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t.).
Indikator ini belum membuktikan urgensi kuantitatif.

Indikator ketiga adalah disparitas putusan atas fakta medis. Perkara Manado dan
Surabaya memperlihatkan pembalikan penilaian di setiap tingkat peradilan, sedangkan
penggunaan keputusan MKDKI atas dasar surat edaran yang tidak dapat ditemukan
(Sudarmanto dkk., 2025) memperlihatkan ketiadaan jalur kelembagaan yang sah bagi
hakim untuk memperoleh penilaian ilmiah. Indikator ini menunjukkan urgensi kualitatif
yang tinggi, meskipun dua rangkaian perkara tidak cukup untuk mengukur frekuensi
disparitas.

Indikator keempat adalah ketegangan normatif yang tersisa setelah Putusan Nomor
156/PUU-XXII/2024. Pertama, sifat hukum rekomendasi MDP bersifat ganda. Secara
formil, rekomendasi merupakan syarat prosedural yang harus dimintakan sebelum
penyidikan atau gugatan; secara materiil, Mahkamah Konstitusi menegaskan rekomendasi
adalah pertimbangan profesional yang tidak mengikat penyidik maupun hakim. Rumusan
Pasal 308 ayat (5) yang menyatakan rekomendasi “dapat atau tidak dapat dilakukan
penyidikan” secara gramatikal tetap menentukan dimulainya penyidikan, sehingga kejelasan
normatif bergantung pada penafsiran Mahkamah, bukan pada teks undang-undang. Kedua,
dalam jalur perdata rekomendasi dimintakan oleh tenaga medis sebagai tergugat (Pasal 308
ayat (4)), sechingga berpotensi menggeser logika pembuktian dan menimbulkan subordinasi
pengadilan terhadap penilaian badan yang dibentuk Menteri (Sudarmanto dkk., 2025).
Ketiga, tenaga medis diperiksa oleh tim pemeriksa MDP terhadap dirinya, pasien, saksi, ahli,
dan rekam medis (Pasal 31 ayat (2) Permenkes 3/2025), kemudian dapat diperiksa kembali
oleh penyidik dan pengadilan, sementara upaya koreksi atas putusan disiplin berupa
peninjauan kembali kepada Menteri dalam 10 hari kerja dengan alasan bukti baru,
kesalahan penerapan, atau konflik kepentingan, yang diputus tim aparatur kementerian
secara final dan mengikat (Pasal 307 UU 17/2023 jo. Pasal 23-27 Permenkes 3/2025).
Konstruksi ini konstitusional, tetapi menimbulkan pertanyaan kebijakan tentang asas
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009).
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Indikator kelima adalah biaya sosial ketidakpastian forum, yaitu praktik defensif
(Zheng dkk., 2023), biaya administrasi litigasi yang tinggi (Studdert dkk., 2006; Mello dkk.,
2010), dan efek membisu terhadap pelaporan insiden (Dekker, 2007). Bukti ini berasal dari
luar Indonesia sehingga hanya menunjukkan arah risiko.

Kelima indikator menghasilkan simpulan yang lebih berhati-hati daripada naskah
sebelumnya. Urgensi kualitatif tergolong tinggi: yang mendesak adalah perbaikan mutu
penetapan fakta medis dan kejelasan hubungan antara penilaian disiplin dan proses
peradilan. Urgensi kuantitatif belum terbukti: beban perkara yang tercatat belum
membenarkan pengadilan khusus yang berdiri sendiri, dan pengalaman pengadilan
perikanan menunjukkan risiko lembaga khusus dengan perkara yang fterlalu sedikit
(Saptaningrum, 2019). Konsekuensinya, kebutuhan mendesak dapat dan sebaiknya dijawab
segera melalui spesialisasi di dalam pengadilan yang ada, sedangkan pembentukan
pengadilan khusus dengan undang-undang digantungkan pada bukti dari tahap uji coba.

3.2 FILOSOFI PENGADILAN MEDIS

Secara ontologis, pengadilan medis bukan instrumen untuk memidana dokter dan
bukan suaka yang melindungi profesi. Ia adalah bentuk kelembagaan tempat negara
menjalankan fungsi mengadili sengketa yang fakta penentunya bersifat ilmiah, yaitu apakah
cedera akan tetap terjadi seandainya pasien ditangani praktisi yang kompeten dan bertindak
patut. Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan bahwa penilaian terhadap tindakan
kedokteran tidak boleh semata-mata dilihat dari kacamata hukum pidana umum, melainkan
harus didasarkan pada standar disiplin profesi (Putusan Nomor 14/PUU-XII/2014,
sebagaimana dikutip dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026). Persoalannya
adalah lembaga mana yang melakukan penilaian itu dan dengan akuntabilitas apa.

Secara epistemologis, persoalannya adalah bagaimana pengadilan dapat mengetahui.
Di sini perlu dibedakan dua jalur. Dalam perkara pidana, hakim wajib mencari kebenaran
materiil. Dalam perkara perdata menurut HIR dan RBg, hakim pada dasarnya mencari
kebenaran formil: hakim bersikap pasif, terikat pada dalil dan alat bukti para pihak, dan
beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan (Pasal 163 HIR; Pasal 1865
KUHPerdata; Mertokusumo, 2006). Klaim bahwa pengadilan medis “menemukan kebenaran
materiil” karena itu hanya tepat untuk jalur pidana. Dalam jalur perdata, tujuannya adalah
memastikan penilaian atas alat bukti ilmiah dilakukan secara benar. Hukum acara perdata
yang berlaku sudah membuka jalan itu: Pasal 154 HIR membolehkan pengadilan, karena
jabatan atau atas permintaan pihak, mengangkat ahli, dan hakim tidak wajib mengikuti
pendapat ahli apabila bertentangan dengan keyakinannya. Ahli netral yang ditunjuk
pengadilan karenanya sesuai dengan kedua jalur. Akan tetapi, ahli netral bukan jaminan
kebenaran: belum ada kerangka inferensi kausal medikolegal yang diterima universal
(Meilia dkk., 2020), dan ketergantungan pada lembaga ahli dapat menjadikan ahli sebagai
pemutus de facto (Chen, 2025). Dalam kerangka keadilan prosedural tidak sempurna
(Rawls, 1999, hlm. 74-75), keahlian netral adalah syarat perlu tetapi tidak cukup. Ia harus
disertai laporan yang dapat diaudit, protokol kausal yang terdokumentasi, lebih dari satu ahli
untuk perkara kompleks, dan penilaian hakim yang beralasan.

Secara aksiologis, legitimasi lembaga ditentukan oleh cara ia menimbang keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian. Pasal 304-308 UU 17/2023 terutama mengejar kepastian
prosedur dan perlindungan profesi, dan Mahkamah Konstitusi menilainya proporsional.
Kritik artikel ini tidak menyangkal legitimasi tersebut. Kritiknya terletak pada penempatan
penilaian ilmiah yang menentukan dalam badan yang dibentuk Menteri dan berada di luar
kekuasaan kehakiman, dengan koreksi yang juga berada di tangan Menteri. Dari sudut K2
dan K3, pasien yang cedera menghadapi asimetri informasi dan beban pembuktian yang
praktis sulit dipenuhi, sedangkan dokter yang didakwa terpapar pertanggungjawaban
pidana atas risiko yang tidak dapat dicegah. Pihak yang paling lemah dalam sengketa medis
karena itu berganti~ganti. Forum yang dibangun di atas keahlian netral dalam kekuasaan
kehakiman lebih mampu memperbaiki kedudukan pihak mana pun yang secara struktural
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dirugikan dalam perkara konkret, dan lebih sejalan dengan sila kedua dan kelima daripada
pembaruan yang memindahkan keuntungan dari satu pihak ke pihak lain.

Dua asas hukum pidana, geen straf zonder schuld dan in dubio pro reo, mengandaikan
majelis yang mampu menentukan ada atau tidaknya kesalahan. Tanpa kemampuan itu,
terdapat risiko kekeliruan dua arah: pemidanaan atas luaran yang tidak dapat dihindari, atau
pembebasan atas kelalaian yang nyata. Bukti komparatif perlu dibaca secara proporsional.
Temuan bahwa 80,4 persen klaim di Mesir dinyatakan bukan malpraktik dan hanya 11,3
persen terbukti (Sobh dkk., 2026) dapat dibaca sebagai tanda tingginya tuduhan yang tidak
berdasar, sehingga penyaringan awal yang tepat justru melindungi tenaga medis. Kenaikan
litigasi malpraktik di Tiongkok (Wang dkk., 2017) menunjukkan bahwa volume sengketa
dapat melonjak ketika saluran penyelesaian berubah. Keduanya berasal dari sistem yang
berbeda dan tidak membuktikan keadaan Indonesia; artikel ini tidak mendalilkan kegagalan
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sistemik, melainkan risiko kekeliruan yang dapat dikurangi melalui desain kelembagaan.

3.3 KONSEP PENGADILAN MEDIS DI INDONESIA

Bahan komparatif memperlihatkan empat keluarga respons kelembagaan. Tabel 1
membandingkannya dengan kriteria yang sama dan sumber pada setiap sel. Desain usulan
sengaja tidak dimasukkan ke Tabel 1 agar model yang telah berjalan tidak dibandingkan
dengan model yang masih hipotetis; desain usulan dinilai tersendiri dalam Tabel 2.

Tabel 1
Perbandingan Model Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Medis dengan Kriteria Tetap
Kriteria A. Litigasi perdata dan  B. Kompensasi C. Pengadilan atau D. Pengadilan yang
pidana umum administratif tanpa tribunal kesehatan ada dengan asesor
kesalahan khusus medis dan mediasi
wajib
Contoh dan Indonesia, Italia, Selandia Baru, Swedia, Usulan Amerika Usulan Afrika Selatan;
standar Jepang, Korea Selatan, = Denmark; standar Serikat, Nigeria, Turki; —hakim umum dibantu

Kecepatan dan
biaya (K5)

Akuntabilitas dan
pembelajaran
(K3, K5)

Kemandirian dan
kenetralan (K2)

Kapasitas
epistemik (K1)

Tiongkok; standar
kesalahan; ahli
dihadirkan para pihak
(Treglia dkk., 2021,
Kang & Hong, 2025)

Lambat; 54 sen biaya

administrasi per dolar
kompensasi (Studdert
dkk., 2006)

Jarang menyasar
asuhan substandar
(Localio dkk., 1991)

Hakim independen,
tetapi ahli partisan dan
enggan memberatkan
sejawat (Mohd Zahir
dkk., 2024; Chen,
2025)

Rendah; hakim kurang
terlatih menilai bukti
ilmiah (Pergolizzi &
LeQuang, 2024)

keterhindaran; ahli
netral; tanpa advokat
(Kachalia dkk., 2008;
Bismark & Paterson,
2006)

Lebih cepat dan
menjangkau lebih
banyak korban
(Bismark & Paterson,
2006), tetapi tingkat
klaim tetap rendah
(Davis dkk., 2002)

Akuntabilitas
dipisahkan ke
mekanisme pengaduan
dan disiplin (Wallis,
2017)

Badan administratif;
independensi dari
profesi bervariasi
antarnegara

Tinggi untuk penilaian
klinis

pengadil khusus
bersama ahli; acara
dipercepat (Mello dkk.,
2006; Pedro, 2025;
Ozdemir dkk., 2025)

Dijanjikan lebih cepat;
evaluasi VICP tidak
membuktikannya
(Engstrom, 2015)

Yurisprudensi lebih
cepat koheren (Aran &
Ofir, 2020)

Risiko insularitas dan
penyanderaan
(Silvestri, 2014;
Uzelac, 2014)

Tinggi bila majelis
hibrida (Opeskin,
2022)

asesor medis; mediasi
prapersidangan
(McQuoid-Mason,
2022)

Biaya kelembagaan
rendah; bukti
kecepatan terbatas
(McQuoid-Mason,
2022)

Bergantung pada mutu
dan kenetralan asesor

Tetap dalam peradilan
umum,; risiko asesor
sejawat

Sedang; defisit hakim
umum tidak
sepenuhnya teratasi
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Kriteria A. Litigasi perdata dan  B. Kompensasi C. Pengadilan atau D. Pengadilan yang
pidana umum administratif tanpa tribunal keschatan ada dengan asesor
kesalahan khusus medis dan mediasi

wajib

Kelayakan dalam  Berlaku saat ini
hukum Indonesia

(K6)

Memerlukan undang-
undang dan dana

Hanya dengan
undang-undang (Pasal

Sebagian besar dapat
dilakukan dengan
hukum acara dan

tersendiri; tidak sejalan
dengan tanggung
gugat berbasis
kesalahan dalam
KUHPerdata

27 UU 48/2009);
preseden pengadilan
khusus beragam
kinerjanya (Butt &
Schiitte, 2014; Tjandra,

peraturan Mahkamah
Agung yang berlaku

(Pasal 154 HIR; Perma
1/2016)

2019; Saptaningrum,
2019)

Keterangan: K1-K6 merujuk pada kriteria dalam subbagian 1.1.3. Isi sel merupakan sintesis penulis atas sumber yang
dirujuk.

Tidak satu pun model dapat ditransplantasikan tanpa penyesuaian. Model B paling
unggul dalam kecepatan dan akses kompensasi, tetapi tidak layak secara hukum dalam
jangka pendek. Model D paling layak, tetapi tidak menuntaskan defisit epistemik. Desain
Indonesia karenanya sebaiknya memadukan model D sebagai tahap awal dan model C
sebagai tujuan bersyarat, dengan enam unsur berikut.

Pertama, kedudukan. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 27 UU 48/2009 hanya membolehkan
pengadilan khusus dibentuk di dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah
Agung dan dengan undang-undang. Pengadilan medis sepatutnya dibentuk sebagai
pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum pada pengadilan negeri yang
ditunjuk, dengan banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Konstruksi
ini menjaga kesatuan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 UUD 1945. Pembentukannya
dengan undang-undang baru dilakukan apabila tahap uji coba memenuhi kriteria pada
subbagian 3.4; sebelum itu, yang berjalan adalah spesialisasi di dalam pengadilan negeri,
bukan pengadilan khusus.

Kedua, susunan majelis dan kenefralan. Usulan menempatkan dokter klinis sebagai
hakim ad hoc harus berhadapan dengan risiko jiwa korps yang telah terdokumentasi (Mohd
Zahir dkk., 2024). Karena itu, majelis tingkat pertama diusulkan berjumlah tiga orang,
terdiri atas dua hakim karier bersertifikasi hukum kesehatan, salah satunya ketua majelis,
dan satu hakim ad hoc dari kedokteran klinis atau kedokteran forensik; untuk perkara
kompleks majelis dapat berjumlah lima orang dengan tiga hakim karier. Dengan susunan
ini suara mayoritas tetap berada pada hakim karier. Desain ini sengaja berbeda dari
pengadilan hak asasi manusia yang mayoritas majelisnya hakim ad Aoc (Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) dan dari pengadilan hubungan industrial yang
hakim ad hoc-nya mewakili kelompok kepentingan (Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004), karena model perwakilan kepentingan terbukti melemahkan
kepercayaan (Tjandra, 2019). Pasal 32 UU 48/2009 hanya membolehkan hakim ad hoc
pada pengadilan khusus, sedangkan kewenangan Komisi Yudisial menurut Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2011 terbatas pada usulan hakim ad Aoc di Mahkamah Agung. Undang-
undang pengadilan medis karenanya perlu mengatur seleksi hakim ad Aoc oleh panitia yang
melibatkan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, akademisi di luar profesi kedokteran, dan
perwakilan masyarakat atau pasien. Pengaman tambahannya meliputi masa jabatan tertentu
yang tidak dapat diperpanjang, kewajiban menyatakan benturan kepentingan, larangan
memeriksa perkara dari wilayah atau institusi tempat praktik, dan hak para pihak
mengajukan keberatan. Arah ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa
badan penilai profesi harus melibatkan unsur di luar tenaga medis (Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, 2026).

Ketiga, kompetensi absolut. Pengadilan medis memeriksa gugatan perdata akibat
cedera dalam pelayanan kesehatan, termasuk tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan
menurut Pasal 193 UU 17/2023, dan perkara pidana kealpaan menurut Pasal 440 UU
17/2023 serta Pasal 474—475 KUHP 2023. Pengadilan ini tidak memeriksa perkara disiplin
dan etik, yang tetap menjadi kewenangan MDP dan majelis kehormatan etik. Pemisahan ini
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penting agar putusan disiplin tidak diperlakukan otomatis sebagai bukti pelanggaran
hukum.

Keempat, pembuktian. Pengadilan menunjuk ahli netral dari daftar nasional yang
dikelola Mahkamah Agung, bukan oleh Konsil Kesehatan Indonesia atau kolegium. Konsil,
kolegium, fakultas kedokteran, dan perhimpunan kedokteran forensik berperan
mengusulkan calon ahli, sedangkan sertifikasi dan evaluasi berkala dilakukan oleh
pengadilan (Ozdemir dkk., 2025). Untuk perkara kompleks, ahli diutamakan berasal dari
wilayah dan institusi yang berbeda dengan para pihak. Hukum acaranya mewajibkan
penyerahan rekam medis secara lengkap, laporan ahli yang memuat metode dan rujukan
sehingga dapat diaudit, protokol inferensi kausal yang terdokumentasi (Meilia dkk., 2020),
dan penilaian hakim yang beralasan terhadap pendapat ahli, sejalan dengan Pasal 154 ayat
(4) HIR, agar pola pengalihan keputusan kepada ahli seperti di Tiongkok tidak terulang
(Chen, 2025). Apabila ahli para pihak turut didengar, pemeriksaan ahli secara bersamaan
di hadapan majelis mempersempit titik sengketa secara lebih efisien (Pergolizzi & LeQuang,
2024).

Kelima, standar pertanggungjawaban. Naskah sebelumnya mengusulkan standar
keterhindaran untuk ganti rugi perdata. Usulan itu direvisi karena tidak sesuai dengan
hukum perdata Indonesia yang berbasis kesalahan. Pengadilan medis menerapkan standar
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang berlaku (Pasal 1239, 1243, dan 1365—
1367 KUHPerdata; Pasal 193 UU 17/2023). Ukuran kesalahannya adalah penyimpangan
dari standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (Pasal 273 dan
Pasal 291 UU 17/2023), dinilai berdasarkan apa yang dapat diharapkan dari praktisi yang
kompeten dalam keadaan yang sama. Standar keterhindaran hanya relevan bagi dana
kompensasi tanpa kesalahan yang terpisah dari pengadilan, yang memerlukan undang-
undang dan sumber dana sendiri (Kachalia dkk., 2008; Bismark & Paterson, 2006). Untuk
pertanggungjawaban pidana, ambang kealpaan berat (culpa lata) tidak dapat diterapkan
hanya melalui praktik peradilan, karena Pasal 36 dan Pasal 474—-475 KUHP 2023 maupun
Pasal 440 UU 17/2023 hanya memuat unsur kealpaan. Penetapan ambang itu memerlukan
perubahan Pasal 440 UU 17/2023, yaitu dengan menyisipkan unsur “kealpaan berat”
beserta definisinya dalam penjelasan, dan penegasan bahwa ketentuan itu berlaku sebagai
lex specialisterhadap Pasal 474—475 KUHP 2023 bagi tindakan dalam pelayanan kesehatan.
Dengan konstruksi ini perubahan KUHP tidak mutlak diperlukan. Definisi kerja yang
diusulkan adalah penyimpangan yang nyata dan serius dari standar yang secara wajar dapat
diharapkan dari sejawat yang kompeten dalam keadaan yang sama, sejalan dengan doktrin
yang mensyaratkan culpa lata bagi pemidanaan profesi kedokteran (Koeswadji, 1998;
Hiariej, 2016). Karena konsep kelalaian berat di yurisdiksi lain dikritik kabur dan rawan bias
hasil (Quick, 2010; Robson dkk., 2020), definisi itu perlu disertai indikator, misalnya
pengabaian standar yang disadari atau penyimpangan yang tidak akan dilakukan oleh
sejawat mana pun dalam kondisi serupa.

Keenam, kekuatan dan publikasi putusan serta hubungan dengan MDP. Putusan
memiliki daya eksekutorial penuh dan dipublikasikan secara sistematis agar terbentuk
yurisprudensi yang dapat menjadi acuan kalibrasi risiko bagi praktisi (Aran & Ofir, 2020).
Setelah pengadilan medis beroperasi di suatu wilayah hukum, rekomendasi MDP menurut
Pasal 308 tidak lagi menjadi syarat prosedural, melainkan alat bukti berupa keterangan atau
surat ahli yang dinilai bebas oleh majelis. MDP tetap menjalankan fungsi penegakan
disiplinnya secara penuh.
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Tabel 2
Uji Desain Usulan terhadap Kriteria Keadilan K1-K6

Kriteria dan indikator

Unsur desain yang menjawab

Risiko dan kontra-argumen

Syarat keberhasilan

K1 Ketepatan epistemik:
proporsi putusan dengan
analisis kausalitas
terdokumentasi;
pembatalan karena fakta
medis

K2 Kesetaraan
prosedural: akses ahli;
biaya yang ditanggung
pihak

K3 Perlindungan pihak
terlemah: akses
pemulihan pasien;
perlindungan dari
kriminalisasi luaran
yang tidak dapat
dihindari

K4 Kepastian hukum:
konsistensi dan publikasi
pertimbangan

K5 Kemanfaatan: waktu,
biaya, praktik defensif

K6 Kesesuaian sistemik:
UUD 1945, UU
48/2009, pembagian
fungsi

Ahli netral dari daftar
Mahkamah Agung; protokol
kausal; pemeriksaan ahli
bersamaan; penilaian
beralasan (Pasal 154 ayat (4)
HIR)

Ahli ditunjuk pengadilan,
bukan pihak; kewajiban
penyerahan rekam medis

Jalur perdata berbasis
kesalahan dan mediasi;
ambang pidana kealpaan
berat; tanggung jawab fasilitas
(Pasal 193 UU 17/2023)

Majelis bersertifikat; publikasi
putusan; pedoman ganti rugi

Mediasi prapersidangan;
penyaringan oleh ahli netral

Pengadilan khusus di
lingkungan peradilan umum;
MDP tetap untuk disiplin;
penyidik dan penuntut tidak

Ahli netral tetap dapat bias
dan menjadi pemutus de facto
(Chen, 2025); kerangka
kausal belum seragam (Meilia
dkk., 2020)

Biaya ahli dapat membebani
penggugat yang tidak mampu

Ambang pidana tinggi dapat
dibaca sebagai impunitas;
pasien tetap menanggung
beban pembuktian

Inkonsistensi masih mungkin
selama transisi

Biaya kelembagaan; perkara
terlalu sedikit sehingga
kapasitas menganggur
(Saptaningrum, 2019)

Ketegangan dengan desain
MDP yang telah dinyatakan
konstitusional (Putusan MK
Nomor 156/PUU-XXII/2024)

Laporan ahli yang dapat
diaudit; minimal dua ahli
untuk perkara kompleks;
indikator pembatalan
menurun

Skema prodeo atau
bantuan biaya ahli; panjar
biaya yang terjangkau

Definisi statuter dan
indikator kealpaan berat;
opsi dana kompensasi
jangka panjang

Pedoman pemidanaan dan
<anti rugi; pemantauan
konsistensi

Keputusan lanjut atau henti
berbasis data uji coba
(Tabel 3)

Perubahan Pasal 308 hanya
melalui undang-undang
dengan ketentuan
peralihan

berubah

Keterangan: penilaian bersifat prospektif; setiap baris memuat risiko dan syarat keberhasilan agar pengujian tidak bersifat
konfirmatif.

3.4 MEKANISME PEMBENTUKAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN

Urutan tahap dirancang dengan dua prinsip. Pertama, tidak ada perlindungan yang
dicabut sebelum penggantinya beroperasi. Kedua, setiap tahap memiliki dasar hukum yang
sah pada saat dilaksanakan. Prinsip pertama menjawab risiko kekosongan perlindungan bagi
tenaga medis apabila sifat prasyarat rekomendasi MDP dicabut terlebih dahulu. Prinsip
kedua menjawab persoalan bahwa kamar khusus pada pengadilan negeri tidak dapat
menangani perkara yang secara materiil menjadi kompetensi pengadilan khusus sebelum
undang-undangnya ada (Pasal 27 UU 48/2009).

Tahap nol: audit garis dasar dan registri (sekitar 12 bulan). Mahkamah Agung bersama
Kementerian Kesehatan dan Konsil Kesehatan Indonesia mengaudit putusan perkara medis
dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, misalnya periode 2019-2025, untuk mengukur
jumlah, sebaran, durasi, tingkat pembatalan, dan penggunaan keterangan ahli. Tahap ini
sekaligus membentuk registri nasional klaim dan putusan medis, karena data klaim dapat
menjadi indikator mutu pelayanan (Wang dkk., 2017).

Tahap pertama: uji coba spesialisasi infrayudisial (24 bulan dan evaluasi 12 bulan).
Uji coba tidak membentuk pengadilan khusus dan tidak mengubah kompetensi absolut.
Perkara medis tetap merupakan perkara pidana dan perdata biasa pada pengadilan negeri,
tetapi ketua pengadilan menunjuk majelis yang terdiri atas hakim karier bersertifikat. Dasar
hukumnya adalah keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang sertifikasi hakim hukum
kesehatan, dengan preseden sertifikasi hakim lingkungan hidup (Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/1X/2011). Uji coba juga memanfaatkan
pengangkatan ahli oleh pengadilan menurut Pasal 154 HIR dan mediasi menurut Perma
1/2016. Karena belum ada undang-undang, uji coba tidak menggunakan hakim ad soc, dan
rekomendasi MDP menurut Pasal 308 tetap berlaku, sehingga tidak ada kekosongan
perlindungan. Lokasi uji coba tidak ditetapkan secara apriori, tetapi dipilih dari hasil audit
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<aris dasar dengan empat kriteria: jumlah perkara medis tertinggi, ketersediaan rumah sakit
pendidikan dan departemen kedokteran forensik sebagai sumber ahli, keberadaan
pengadilan tinggi di provinsi yang sama, serta keterwakilan wilayah barat, tengah, dan
timur. Indikator, target, dan kriteria keputusannya dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3
Indikator, Target, dan Kriteria Keputusan Uji Coba
Indikator Garis dasar Target 24 bulan Kriteria henti atau revisi
1. Median waktu penyelesaian Audit putusan pada Turun = 25% Tidak membaik atau
perkara medis tingkat pertama pengadilan negeri uji memburuk
coba
2. Proporsi putusan dengan analisis Audit putusan > 80% < 50%
kausalitas berbasis keterangan ahli
netral yang terdokumentasi
3. Proporsi putusan yang dibatalkan Audit putusan Lebih rendah dari garis  Lebih tinggi dari garis
atau diubah di tingkat banding atau dasar dasar
kasasi karena penilaian fakta medis
4. Kepuasan pengguna, yaitu pasien Survei awal Meningkat pada kedua ~ Menurun pada salah satu
dan tenaga medis, melalui survei kelompok kelompok
terstandar
5. Biaya rata-rata per perkara (ahli Audit anggaran Kenaikan hanya bila Naik tanpa perbaikan mutu
dan persidangan) disertai perbaikan
indikator 2—3
6. Penanganan keberatan benturan - 100% ditindaklanjuti Ditemukan pelanggaran
kepentingan dan diringkas secara integritas yang sistemik
terbuka

Keterangan: target merupakan usulan normatif penulis dan perlu dikalibrasi setelah audit garis dasar. Evaluasi sebaiknya
dilakukan pihak independen dari Mahkamah Agung bersama perguruan tinggi.

Keputusan lanjut atau henti ditetapkan sebagai berikut. Pembentukan undang-undang
dilanjutkan apabila sekurang-kurangnya tiga dari empat indikator utama (1—4) tercapai dan
beban perkara di wilayah uji coba melampaui ambang yang ditetapkan dari audit garis
dasar. Apabila mutu membaik tetapi beban perkara rendah, spesialisasi intrayudisial
dipertahankan dan diperluas tanpa membentuk pengadilan khusus, yang pada dasarnya
merupakan jalan yang dianjurkan McQuoid-Mason (2022). Apabila mutu tidak membaik,
desain direvisi atau dihentikan. Uji coba bertahap ini menjawab peringatan bahwa forum
khusus kerap tidak memenuhi harapan pendukungnya (Engstrom, 2015) dan bahwa
penerapan serentak berisiko menciptakan akses istimewa bagi sebagian kecil pencari
keadilan (Uzelac, 2014).

Tahap kedua: legislasi. Apabila kriteria terpenuhi, naskah akademik dan Rancangan
Undang-Undang tentang Pengadilan Medis disusun dan dimasukkan ke dalam Program
Legislasi Nasional menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang itu
mengatur pembentukan pengadilan khusus, kualifikasi dan seleksi hakim ad Aoc, hukum
acara jalur perdata dan pidana, daftar ahli netral, serta hubungan dengan MDP. Undang-
undang yang sama sekaligus mengubah Pasal 308 UU 17/2023, sehingga rekomendasi
menjadi alat bukti dan bukan syarat prosedural, dan Pasal 440 UU 17/2023 untuk
menegaskan kealpaan berat. Perubahan ini berlaku melalui ketentuan peralihan, yaitu hanya
sejak pengadilan medis beroperasi di wilayah hukum yang bersangkutan.

Jalur lain tidak memadai. Peraturan menteri tidak dapat mengubah undang-undang
menurut hierarki dalam Pasal 7 UU 12/2011. Peraturan pemerintah pengganti undang-
undang mensyaratkan kegentingan yang memaksa, yang tidak tampak di sini. Jalur
pengujian di Mahkamah Konstitusi pun terbatas, karena materi yang sama tidak dapat diuji
kembali kecuali dengan dasar pengujian yang berbeda (Pasal 60 Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi) setelah Putusan Nomor 156/PUU-XXII/2024. Aktor yang terlibat
meliputi DPR melalui komisi yang membidangi hukum dan kesehatan; Presiden melalui
Kementerian Kesehatan dan kementerian yang membidangi hukum; Mahkamah Agung;
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Komisi Yudisial; Konsil Kesehatan Indonesia dan MDP; Kepolisian dan Kejaksaan sebagai
pengguna hukum acara; kolegium dan organisasi profesi; serta organisasi pasien dan
lembaga bantuan hukum. Seluruh rancangan harus selaras dengan KUHP 2023 dan KUHAP
2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Selaras pula dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menyesuaikan jenis dan besaran sanksi
pidana dalam undang-undang di luar KUHP, tetapi tidak mengubah rumusan unsur
kesalahan.

Tahap ketiga dan keempat: infrastruktur yudisial dan perluasan bertahap. Mahkamah
Agung menerbitkan peraturan tentang hukum acara di hadapan pengadilan medis serta
menyelenggarakan sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan di bidang hukum kesehatan,
bukti biomedis, dan inferensi kausal. Literasi ilmiah hakim, dan bukan sekadar bentuk
kelembagaan, merupakan kendala pengikat bagi mutu adjudikasi medis (Pergolizzi &
LeQuang, 2024). Perluasan ke wilayah lain dilakukan bertahap menurut indikator yang
sama.

Pendanaan serta Analisis Biaya, Manfaat, dan Risiko

Komponen biaya utama terdiri atas sertifikasi dan pendidikan hakim, hak keuangan
hakim ad hoc setelah undang-undang berlaku (dengan rujukan Peraturan Presiden Nomor
5 Tahun 2013), honor ahli netral, mediasi, dan registri. Sumber pembiayaan yang tersedia
tanpa lembaga baru adalah anggaran Mahkamah Agung untuk sertifikasi dan registri. Honor
ahli dalam perkara perdata dibiayai melalui panjar biaya perkara dengan skema prodeo bagi
pihak yang tidak mampu, dan dalam perkara pidana oleh negara. Mediasi tetap tunduk pada
Perma 1/2016. Dana kompensasi tanpa kesalahan diperlakukan sebagai opsi jangka panjang
yang memerlukan undang-undang tersendiri dan kajian aktuaria. Pilihan pembiayaannya
meliputi pajak umum seperti di Selandia Baru, iuran berbasis risiko dari fasilitas pelayanan
kesehatan seperti pengelolaan oleh otoritas kesehatan regional di negara Nordik, atau premi
asuransi tanggung gugat profesi (Bismark & Paterson, 2006; Kachalia dkk., 2008; Wallis,
2017).

Manfaat yang diharapkan meliputi penetapan fakta yang lebih tepat, berkurangnya
praktik defensif, yurisprudensi yang dapat diprediksi, dan data untuk pembelajaran
keselamatan pasien (Studdert & Brennan, 2001). Risikonya meliputi tiga hal: biaya
kelembagaan yang tidak sebanding apabila perkara sedikit, penyanderaan oleh profesi, dan
meningkatnya klaim ketika akses dipermudah. Risiko yang terakhir perlu dibaca dengan
konteks, karena di Selandia Baru pun tingkat klaim tetap rendah (Davis dkk., 2002). Ketiga
risiko itu dikendalikan melalui keputusan lanjut atau henti, mayoritas hakim karier, seleksi
yang melibatkan Komisi Yudisial dan masyarakat, serta publikasi putusan. Dengan analisis
ini, desain usulan tidak dinyatakan unggul secara apriori. Keunggulannya bersifat bersyarat
dan harus dibuktikan oleh data uji coba (Tabel 2 dan Tabel 3).

4. SIMPULAN

Pertama, urgensi pembentukan pengadilan medis di Indonesia tinggi secara kualitatif
tetapi belum terbukti secara kuantitatif. Disparitas putusan atas fakta medis, ketiadaan jalur
kelembagaan yang sah bagi hakim untuk memperoleh penilaian ilmiah, ketegangan
normatif Pasal 308 UU 17/2023 yang tersisa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
156/PUU-XXII/2024, dan lebarnya kesenjangan antara cedera dan sengketa menunjukkan
kebutuhan mendesak akan perbaikan mutu adjudikasi. Sebaliknya, jumlah perkara yang
tercatat belum membenarkan pengadilan yang berdiri sendiri.

Kedua, secara filosofis pengadilan medis adalah sarana meningkatkan peluang putusan
yang benar dalam sengketa yang fakta penentunya bersifat ilmiah, sesuai gagasan keadilan
prosedural tidak sempurna. Dalam jalur pidana sarana ini melayani pencarian kebenaran
materiil; dalam jalur perdata sarana ini menjamin penilaian bukti ilmiah yang benar.
Keahlian netral merupakan syarat perlu, bukan jaminan, sehingga harus disertai
akuntabilitas penalaran.
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Ketiga, secara konseptual pengadilan medis sebaiknya dibentuk dengan undang-
undang sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, dengan mayoritas
hakim karier bersertifikat, hakim ad hoc yang diseleksi secara independen, dan daftar ahli
netral di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan ini menerapkan standar perdata berbasis
kesalahan yang berlaku, sedangkan ambang pidana kealpaan berat ditetapkan melalui
perubahan Pasal 440 UU 17/2023. Rekomendasi MDP diubah menjadi alat bukti setelah
pengadilan beroperasi.

Keempat, secara mekanistik pembentukannya ditempuh melalui empat langkah: audit
garis dasar dan registri; uji coba spesialisasi intrayudisial berdasarkan hukum yang berlaku
dengan indikator dan kriteria keputusan yang terukur; legislasi dengan ketentuan peralihan
atas Pasal 308 dan Pasal 440 UU 17/2023; serta perluasan bertahap. Tingkat keyakinan atas
temuan ketiga dan keempat bersifat sedang, karena keberhasilannya bergantung pada
integritas seleksi, ketersediaan ahli, dan beban perkara yang baru dapat diukur pada tahap
uji coba.

Penelitian ini dibatasi oleh ketiadaan data empiris primer, oleh bersandarnya data
Indonesia pada pernyataan resmi dan himpunan sekunder, oleh penelusuran literatur yang
belum mencakup antarmuka Garuda dan SINTA, serta oleh belum dianalisisnya naskah
akademik dan risalah pembahasan UU 17/2023. Direkomendasikan agar Mahkamah Agung
memulai audit garis dasar dan menyiapkan sertifikasi hakim hukum kesehatan, agar
pembentuk undang-undang menyiapkan kajian bagi perubahan Pasal 308 dan Pasal 440 UU
17/2023, dan agar dilakukan penelitian empiris atas putusan perkara medis di Indonesia.
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